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QUOTE

Law as a Tool of Social Engineering and Social Controle.
Hukum sebagai alat rekayasa dan kontrol sosial.
Roscoe Pound (Amerika Serikat: 1870-1964).

Hukum Sebagai Alat Pembangunan (A Tool of Development).
Muchtar Kusumaatmadja (Indonesia: 1929-2021)

Ubi Societas Ibi lus.
Hukum hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Marcus Tullius Cicero (Italy: 106-43 SM).

Sistem hukum yang ideal terdiri 3 unsur, yaitu unsur substansi
hukum (legal substance), unsur aparatur hukum atau
struktur hukum (legal structure), dan unsur budaya
hukum setempat (legal culture).

Lawrence M. Friedman
(Lahir: 2 April 1930 di Chicago-USA)
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PRAKATA DARI PENULIS

Puji syukur dipanjatkan kepada Allaw SWT, karena atas
berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan
buku ini. Buku ini merupakan buah karya dari pemikiran penulis
yang diberi judul “Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas
Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi
dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Substansi buku
ini memberikan wawasan tentang pentingnya harmonisasi hukum
untuk pengaturan investasi, agar eksplorasi dan eksploitasi
sumberdaya alam yang ada di laut Indonesia, khususnya di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), optimal dimanfaatkan dengan
dukungan investasi yang kuat guna pengembangan bisnis yang
menguntungkan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pembahasan terbuka dan lugas dalam buku ini dikaitkan
dengan Undang-Undang No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja, ataupun
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022
Tentang Cipta Kerja, dan hukum laut internasional atau United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), serta
didukung oleh berbagai referensi terkait teori hukum dari para ahli
hukum terkemuka. Pada dasarnya pengaturan investasi jangan
hanya berpihak dan memudahkan bagi pemanfaatan sumberdaya
alam di daratan, namun juga harus lebih berpihak untuk
mendorong eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumberdaya alam
di laut khususnya di ZEEI], sehingga dapat optimal dimanfaatkan
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini penting karena
wilayah perairan Indonesia lebih luas dari wilayah daratannya,
yaitu 2/3 wilayah Indonesia adalah berupa perairan dengan
kekayaan sumberdaya alam yang melimpah didalamnya, baik
berupa sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumberdaya alam
terbarukan dan tidak terbarukan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan dan oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini,
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yang dapat disampaikan langsung kepada penulis ataupun melalui
email publikasi buku ini, yang tercantum di sampul belakang dari
buku ini. Kemudian juga tanpa bantuan dan kerjasama dari
berbagai pihak, sangatlah sulit untuk menyelesaikan karya ini. Oleh
sebab itu ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini,
sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Semoga Allah
SWT akan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah
membantu dan semoga buku ini membawa manfaat bagi pembaca
dan pengembangan ilmu hukum investasi di Indonesia, serta
menjadi amalan ilmu yang bermanfaat. Amin.

Jakarta, Februari 2023
Penulis,
Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, S.H., M.Si., M.H.



PRAKATA DARI PENERBIT

Buku yang berjudul “Hukum Investasi Indonesia: Kajian
Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar
Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat”.,
merupakan buku yang sangat menarik untuk dibaca. Ada lima bab
yang mengupas tentang pentingnya harmonisasi hukum untuk
pengaturan investasi, agar eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya
alam yang ada di laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara
optimal.

Sebagai penerbit, kami menyambut baik penerbitan buku ini
sehingga menyemarakkan dunia penerbitan di Indonesia
umumnya dan daerah khususnya.

Purbalingga, Februari 2023
Penerbit
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KATA PENGANTAR

Buku ini akhirnya terbit dengan judul yang sangat menarik,
bahkan dasar pemikirannya out of the box. Walaupun berawal dari
pemikiran sederhana dan karena belum ada orang lain yang
memikirkannya selain penulis, maka substansinya sungguh sesuatu
yang baru. Benar adanya bahwa sumberdaya alam Indonesia di laut
sangat kaya, namun kondisi masyarakatnya paradok, karena
tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia cukup tinggi. Demikian
juga UNCLOS 1982 yang merupakan reputasi Indonesia sebagai
negara kepulauan yang diakui dunia, belum dimanfaatkan optimal.

Tentu buku ini telah selesai saya baca dan menarik. Pertama,
seorang penulis yang berpengalaman selama 33 tahun di birokrasi
dibidang teknologi kelautan, telah malang melintang berperan
dalam penyusunan kebijakan agar sumberdaya alam di laut
dimanfaatkan secara bisnis yang optimal dan berkelanjutan.
Kemudian dipadukan analisisnya dengan pendalaman hukum
investasi, karena penulis tahu kelemahan dan yakin bahwa hukum
investasi mesti diatur, tentu saya juga sependapat. Kedua, hukum
investasi yang ada pengaturannya kurang berpihak dan seharusnya
diatur khusus, sehingga faktor investasi beresiko tinggi di ZEEI bisa
diberikan insentif agar menarik bagi investor. Ketiga, jangan hanya
berhenti disini, hendaknya berbagai pihak menindaklanjuti dalam
pengaturan hukum investasi khusus, karena hal ini juga terkait
dengan kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki
hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI.

Semoga terbitnya buku ini bisa menggugah kita semua
bahwa Indonesia sangat kaya, jangan sampai masyarakatnya
miskin. Mengolah sumberdaya alam adalah kewajiban kita semua
dan mengatur dalam hukum positif adalah tanggungjawab kita.
Mari kita wujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia dengan
menyempurnakan hukum investasi yang berlaku agar berpihak.

Jakarta, Februari 2023

Guru Besar Hukum Investasi & Pasar Modal, Jakarta
Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si.
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BAB
PENDAHULUAN

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyebutkan bahwa
salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.! Amanat tersebut,
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 dan
merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan
seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.
Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional
harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan
terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal
tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari
penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai
upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan
teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan,
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem
perekonomian yang berdaya saing.?

Lebih jauh pada batang tubuh UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat
(3), menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.? Maknanya secara
hukum adalah, seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara,
termasuk diantaranya kekayaan alam di wilayah laut Indonesia,
baik berupa sumberdaya hayati maupun non hayati. Hak

1UUD 1945, Alinea Keempat.
2UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penjelasan Umum Bagian I.
SUUD 1945, Pasal 33 ayat (3).



penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus,
dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan kekayaan alam
tersebut, juga kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh
Pemerintah, misalnya sumberdaya alam yang ada di laut, harus
dikelola berdasarkan asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan,
keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi,
dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

Konsep kesejahteraan masyarakat berdasarkan UUD 1945
pada prinsipnya menekankan bahwa segala kegiatan
pembangunan ekonomi harus mengedepankan kesejahteraan
rakyat. Rakyat sebagai subyek hukum, batas-batas mengenai hak
dan kewajibannya harus jelas, karena merupakan suatu kebutuhan
dan tuntutan dalam rangka kehidupan bernegara. Tentunya
tercapainya kesejahteraan masyarakat harus diiringi dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini juga
harus berkelanjutan supaya bisa memberikan hasil berupa
kesejahteraan yang maksimal kepada rakyat. Pendistribusian
sumber daya dapat dinyatakan adil jika didasarkan pada
mekanisme atau prosedur yang baik.5

Mewujudkan  kesejahteraan  rakyat, pendistribusian
kekayaan alam, baik sumberdaya hayati dan non hayati harus
dilakukan optimal. Tidak hanya pengelolaan yang seimbang
dengan tetap menjaga kelestariannya, namun juga bagaimana agar
kekayaan alam yang dimiliki Indonesia optimal bisa dieksplorasi
dan dieksploitasi. Tentunya hal ini tidak mudah, karena
dibutuhkan investasi yang tidah murah, apalagi kekayaan alam
yang ada di wilayah laut Indonesia.®

Misalnya lahirnya Hukum Laut Internasional atau United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), yang telah

4Ratnasari Fajariya Abidin, “Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam
Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi
Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport
Indonesia)”. Jurnal Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1.

5bid. h. 3.

6lbid, h. 1.

2



BAB

HUKUM INVESTASI DAN
HARMONISASI SESUAI
TEORI HUKUM

A. Pemahaman Tentang Investasi

1. Pengertian dan Penggolongan Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu
investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris,
disebut dengan investment. Investasi artinya adalah aktivitas
yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber
(dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada
saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan
produk baru di masa yang akan datang.3¢ Pengertian lain
bahwa investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik
oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum
(juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau
mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang
tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak,
hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.3”

Penulisan ini dalam memberikan uraian tentang
pengertian investasi yang digunakan merujuk kepada
pengertian penanaman modal langsung (direct investment)
atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka
panjang. Baik penanaman modal asing maupun penanaman
modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal adalah
segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

%Galim H.S. dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014), h. 31.

%Ana Rokmatussadyah dan Suratman. Hukum Investasi dan Pasar Modal (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h. 4-5.
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melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.®®

Investasi juga merupakan komitmen untuk
mengorbankan konsumsi atau asset sekarang dengan tujuan
memperbesar konsumsi atau asset di masa datang. Pengertian
lain investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau
modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat
memberikan keuntungan tingkat pengembalian (return) baik
pada masa sekarang atau di masa depan.® Tataran praktik
bahwa investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai
aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada
berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai
aset real (real assets) seperti tanah, emas, properti ataupun
yang berbentuk aset finansial (financial assets), misalnya
berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi
ataupun reksadana.*

Pemahaman lebih lanjut tentang pengertian investasi
atau penanaman modal, baik penanaman modal dalam
negeri atau asing, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1,
angka 2, angka 3 pada UU No. 25/2007, yang berbunyi:#!

a. “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia”;

b. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri;

c. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

3UU No. 25/2007, Pasal 1 Angka 1.

¥Didit Herlianto. Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong,
(Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013).

4“Eduardus Tandelilin. “Modul 1 Dasar-dasar Manajemen Investasi” (On-line),
tersedia di: http:/ /repository.ut.ac.id/3823/1/ EKMA5312-M1.pdf (24 April 2020,

40U No. 25/2007, Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3.
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BAB

SUMBER DAYA ALAM DI ZEEI
DAN PERMASALAHAN
INVESTASI

A. Ketentuan UNCLOS 1982
1. Aspek Historis ZEEI

Latar belakang lahirnya konsepsi Zona Ekonomi
Eksklusif tidak terlepaskan dari tindakan sepihak Amerika
Serikat dalam bentuk Proklamasi Truman Tahun 1945. Klaim
Negara-negara Amerika Latin dalam mengikuti tindakan
Amerika Serikat ini, seperti Chili, Peru dan Equador sudah
jauh menyimpang dari pengertian “continental shelf’” dalam
arti geologis. Pada waktu berlangsungnya Konferensi
Hukum Laut PBB I di Jenewa Tahun 1958, Peru, negara-
negara Amerika Latin mengajukan usul yang dinamakan
“economic zone”. Usulan Peru tentang “economic zone” ini
mendapat dukungan negara-negara Afrika Selain mendapat
dukungan negara-negara sedang berkembang, konsepsi
“economic zone” mulai menarik dukungan negara-negara
maju, seperti Kanada dan Norwegia. Pada kenyataannya
konsepsi “economic zone” dianggap sebagai suatu rejim
hukum baru dalam Hukum Laut Internasional, yang
kemudian diatur pada Konvensi Hukum Laut 1982.94

Sedangkan di Indonesia konsep tentang Zona
Ekonomi Eksklusif diawali dengan paham Wawasan
Nusantara yang termuat dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang
kemudian dituangkan dalam UU No 4 Prn Tahun 1960
tentang Perairan Indonesia, pada Pasal 4 ayat (2) yang
menyatakan bahwa Teritorriale Zee en Marieteme Kringen

94UU No. 17/1985, Bagian Penjelasan Umum.
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Ordonantie 1939 (Staatsblad 1939) tidak berlaku lagi,” diganti
dengan Wawasaan Nusantara atau Archipelago Principle.
Paham ini diperjuangkan dalam berbagai konferensi laut
internasional antara lain dalam Konferensi Jenewa tahun
1977. Konferensi ini berhasil menyusun konsep satu paket
persetujuan umum, yang dikenal sebagai Informal Compesite
Negotiating Text (ICNT). Walau bukan persetujuan resmi,
namun ICNT menjadi referensi penting dalam perundingan-
perundingan selanjutnya mengenai hukum laut. Dalam
konferensi itu, telah diakui prinsip wilayah laut territorial
yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil Zona Ekonomi,
sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari garis
dasar laut negara bersangkutan. Kemudian pengumuman
tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.%

Selanjutnya usaha masyarakat internasional untuk
mengatur masalah kelautan melalui Konperensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang Ketiga telah
berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of
the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut) yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus
tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan
bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10
Desember 1982. Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi
Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengatur
rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh.
Rejim-rejim tersebut satu sama lainnya tidak dapat
dipisahkan.®”

2. Mandat UNCLOS 1982
Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, UNCLOS
1982 mempunyai arti yang sangat penting. UNCLOS 1982

%UU No. 4 Prn Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia, Pasal 4 ayat (2).

%Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasioal, Cetakan
ke-2 (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010), h. 13.

97UU No. 17/1985, Bagian Penjelasan Umum.
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BAB

HARMONISASI HUKUM
UNTUK NEGARA DAN
MASYARAKAT

A. Keuntungan Adanya Hukum Laut Internasional (UNCLOS)

Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut tidak saja
menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara
kepulauan (archipelagic state principle). Tetapi juga telah
membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara
menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim daripada di
masa-masa sebelum hukum laut diakui penerapannya. Para ahli
hukum maupun masyarakat telah menyadari pentingnya
hukum laut bagi kehidupan bangsa Indonesia, yang merupakan
negara kepulauan terbesar di dunia.’>3

Perkembangan vyang terjadi berupa bertambahnya
kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantainya,
bertambahnya wewenang negara tepi (riparian state) atas lalu
lintas kapal di selat dan bertambahnya wewenang negara untuk
mengambil tindakan-tindakan perlindungan lingkungan laut
misalnya. Beberapa tersebut diatas merupakan beberapa contoh
saja daripada perubahan-perubahan yang mendasar dari
perkembangan hukum laut. Kemudian hal-hal yang mendorong
terjadinya perubahan-perubahan tersebut adalah: (1) Pertama,
makin tambah bergantungnya penduduk dunia pada laut dan
samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun
non hayati, termasuk minyak dan gas bumi; (2) Kedua,
kemajuan teknologi yang memungkinkan penggalian sumber
kekayaan alam di laut yang tadinya tidak terjangkau manusia;
(3) Ketiga, perubahan peta bumi politik sebagai akibat

15%3Mochtar Kusumaatmadja. Hukum Laut Internasional. Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman, Cetakan Kedua (Jakarta: Binacipta. 1983). h. xi.
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bangunnya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan
perubaban dalam tata hukum laut internasional yang
dianggapnya terlalu menguntungkan negara-negana maritim
yang maju.15

Laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara
lain sebagai: (1) sumber makanan bagi umat manusia; (2) lalu
lintas perdagangan; (3) sarana untuk penaklukan; (4) tempat
pertempuran-pertempuran; (5) tempat bersenang-senang; dan
(6) alat pemisah atau pemersatu bangsa. Adanya kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka fungsi laut telah
bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang
dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha
mengambil sumber daya alam.!% Hal ini menjadi peluang bisnis
yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perkembangan yang penting juga adalah
proklamasi Presiden Amerika Serikat, Truman, tahun 1945
tentang Landas Kontinen. Berdasarkan proklamasi Truman ini,
pemerintah ~ Amerika Serikat mengklaim  penguasaan
sumberdaya alam yang terdapat di dalam dasar laut dan tanah
di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat,
terutama sumberdaya alam mineral, khususnya minyak dan gas
bumi. Tindakan Amerika Serikat diikuti oleh negara-negara lain
di benua Afrika, Timur Tengah dan berbagai belahan dunia.
Dengan proklamasi Presiden Truman tahun 1945, Amerika
Serikat mengklaim hak eksklusif untuk mengeksploitasi
sumberdaya alam mineral pada landas kontinen yang terletak di
luar laut teritorialnya.1>¢

Apabila dilihat hubungannya dengan konsepsi ZEE,
tampak bahwa konsepsi baru hukum laut internasional ini
merupakan pengembangan dari klaim-klaim 200 mil Amerika
Latin yang didasarkan atas perlindungan sumberdaya alam

154Mochtar Kusumaatmadja. Hukum Laut Internasional. Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman, Cetakan Kedua (Jakarta: Binacipta. 1983). h. xi.

155Hasyim Djalal. Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman (Jakarta: Binacipta, 1979), h. 1.

156Dikdik Muhamad Sodik. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia.
Cetakan Ketiga (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2016), h. 1.
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BAB
PENUTUP

Berdasarkan substansi yang diatur dan dikaitkan antara UU
No. 25/2007, UU No. 11/2020 ataupun Perpu No. 2/2022 dan
UNCLOS 1982, bahwa investasi di ZEEI tidak berkembang baik,
karena hukum investasi yang ada inkonsisten, disharmoni dan
tidak berpihak, juga terdapat kekosongan pengaturan investasi di
ZEEL Disisi lain hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di
ZEE], yang dijamin dalam UNCLOS 1982, merupakan peluang
bisnis besar, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh
Indonesia. Bahkan dalam UU No. 25/2007 tidak ada satu ayat pun
atau satu pasal pun yang pengaturannya untuk mendorong
investor berinvestasi di ZEEI, demikian juga tidak ada dukungan
dalam UU No. 11/2020 ataupun Perpu No. 2/2022, karena
keseluruhan pengaturan investasi yang ada hanya bersifat umum
dan disamakan dengan investasi di daratan (terrestrial). Sehingga
kondisi paradok terjadi, bahwa sumberdaya alam melimpah di
ZEEl, namun belum dimanfaatkan optimal untuk kesejahteraan
rakyat, karena baru + 7 % yang dimanfaatkan dan faktanya rakyat
Indonesia masih miskin. Oleh sebab itu agar sumberdaya alam di
ZEEl dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, hukum
investasi harus diperbaharui, dengan melakukan harmonisasi,
khususnya antara UU No. 25/2007, UU No. 11/2020 ataupun Perpu
No. 2/2022 dan UNCLOS 1982, namun juga secara komprehensif
dilakukan pada undang-undang terkait lainnya. Pembaharuan
tersebut diformulasikan dalam sebuah pengaturan khusus dalam
undang-undang investasi yang kuat dan berpihak, sehingga dapat
mendorong investasi di ZEEI. Undang-undang baru tersebut, harus
berkeadilan dengan kepastian hukum yang kuat, serta memiliki
kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mempermudah
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berinvestasi di ZEEI, guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Teori
hukum Roscoe Pound bisa diterapkan untuk permasalahan ini,
yaitu law as a tool of sosial engineering and social controle yang
merupakan teori bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial, hukum
sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam hal ini
pembaharuan hukum investasi yang dilakukan akan dapat
merubah pemahaman masyarakat dalam berinvestasi, sehingga
dapat mendorong investor mau berinvestasi di ZEEL

Pentingnya harmonisasi untuk pembaharuan pengaturan
investasi di ZEEI, harus disesuaikan antara lain dengan tingginya
resiko berinvestasi di ZEEI, dan besarnya peluang bisnis yang
menguntungkan di ZEEI yang sangat bermanfaat guna peningkatan
kesejahteraan rakyat. Fakta bahwa hukum investasi yang ada
inkonsistensi, disharmoni dan tidak berpihak, telah menimbulkan
ketidak pastian hukum dan rendahnya investasi di ZEEI. Sehingga
pembaharuan hukum investasi sebagaimana pada butir 1, harus
dirumuskan sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan
Lawrence M. Friedman. Bahwa hukum sebagai sebuah sistem,
dapat bekerja jika 3 komponen sistem hukum, yaitu
substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum bergerak
simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Artinya bahwa,
agar investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di
ZEEI dapat meningkat dan efektif, maka dalam pembaharuan
undang-undang investasi, harus dapat menjelaskan 3 komponen
sistem hukum tersebut secara komprehensif. Mengingat
harmonisasi yang efektif adalah melalui pembaharuan undang-
undang investasi, maka pembaharuan substansi hukum (legal
substance) dari teori Lawrence M. Friedman menjadi prioritas.
Sehingga sebagai undang-undang investasi baru yang bersifat
khusus, diharapkan akan mendorong peningkatan investasi untuk
eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI, mengingat
bisnis di ZEEI beresiko tinggi dan sangat memerlukan pengaturan
yang jelas dalam sebuah kepastian hukum.

Beberapa rekomendasi dari penulis sebagai berikut agar
sumberdaya alam yang melimpah di ZEEI dapat dimanfaatkan
untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945, perlu
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